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A. Pengantar 
Materi keempat ini mengajak mahasiswa untuk dapat mengenal lembaga-lembaga negara dan peranan dari masing-masing lembaga negara tersebut. Tujuan materi ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap kinerja dari masing-masing lembaga negara yang ada
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu memahami peran dan tanggungjawab lembaga negara
2. Mahasiswa mampu mengetahui dan memberikan contoh dari peran dan tanggungjawab lembaga negara.
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan tanggungjawab lembaga negara.
2. Mahasiswa mampu mengkritisi peran dan tanggungjawab lembaga negara.
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi ini adalah dengan pendekatan contextual Instruction  

2. Untuk materi ini mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai konsep dasar hukum adat dan contoh nyata di Indonesia selama 90 menit. 

3. Selanjutnya selama 60 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.

E. Materi Belajar
Lembaga Negara yang utama adalah

1. MPR. 

2. Presiden (Eksekutif)

3. DPR (Legislatif)

4. BPK. 

5. MA, MK, KY (Yudikatif)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

Mengenai keanggotaan MPR, Pasal 2 ayat (1) UUD’45 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.

Mengenai kewenangan MPR, dalam Pasal 3 UUD’45 menyatakan bahwa:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 

PRESIDEN 
Kewenangan, Kekuasaan & Tugas Presiden 
Dalam Pasal 5 UUD’45 diatur sebagai berikut:

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 

Dalam Pasal 10 UUD’45, dikatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Presiden juga berhak membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD’45:
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden juga berhak menyatakan keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD’45 yang menyatakan:      
“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”
Presiden juga berhak mengangkat perwakilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD’45 yang menyatakan:
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam  hal  mengangkat  duta,  Presiden memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden juga berhak memberikan pengampunan pada tahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD’45 yang menyatakan:

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden juga berhak memberi gelar kehormatan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UUD’45 yang mentyatakan, “Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.”
Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
Kewenangan Presiden dibatasi bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7C UUD’45.
DPR, 
Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 20A UUD’45 yang mengatur sebagai berikut:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
Pasal 21 UUD’45 memberikan hak pada DPR untuk mengajukan usul RUU.

Wewenang MA

1. Memeriksa & memutus:

a. Permohonan Kasasi

b. Sengketa kewenangan mengadili

c. Permohonan PK putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Menguji secara materil peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari UU

3. Memberikan nasehat, pertimbangan bidang hukum baik diminta atau tidak diminta kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya.

4. Melakukan pengawasan terhadap penyeleanggaraan peradilan.

Tugas Menteri:

1. Memimpin Departemen.

2. Menentukan Kebijakan di bidang pemerintahan yang secara fungsional ada di bawahnya.

3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi dan organisasi lainnya.

Perbedaan antara lembaga selain dalam tugas dan fungsinya adalah:

1. Perbedaan penamaan kelembagaan.

Ada yang disebut Badan, Lembaga, Biro, Dewan, namun ada juga yang tidak disebut bentuk kelembagaannya.

2. Perbedaan penyebutan pimpinan.

Ada yang disebut Kepala, seperti BPN. Ada yang disebut Ketua, seperti Bappenas. Ada yang disebut Direktur Jenderal, seperti BATAN.

3. Perbedaan pengangkatan pejabat.

Ada yang dilakukan oleh Presiden langsung. Ada yang atas usulan Menteri Sekretaris Negara, atau Menteri bidang terkait.

4. Keuangan

Ada yang bersumber dari APBN. Ada yang bersumber dari Kas Sekretariat Negara. Ada juga yang tidak diatur sama sekali apa dari APBN apa dari Kas SekNeg.

5. Susunan organisasi

Pada umumnya semua berada di Pusat Pemerintahan. Hanya ada beberapa saja yang memiliki kantor atau perwakilan di daerah, seperti BULOG dan BPS.

F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Jelaskan perbedaan  lembaga dalam tugas dan fungsinya
2. Jelaskan perbedaan fungsi dan tugas dari lembaga eksekutif dan legislatif.
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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